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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Indonesia diartikan sebagai suatu negara hukum, dasar hukum 

Indonesia merupakan negara hukum yang sudah jelas di dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan 

bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.1 Kekerasan seksual atau 

sexsual abuse adalah tindakan ekspresi atau perlakuan yang dilakukan oleh 

seseorang untuk memanipulasi orang lain agar terlibat dalam aktivitas 

seksual yang diinginkan. Komnas Perempuan telah membuat 15 kategori 

bentuk kekerasan seksual yang terdiri dari : pemerkosaan, intimidasi 

seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan 

dengan tujuan seksual, prostitusi secara paksa, perbudakan seksual, 

pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, 

pemaksaan menggunakan kontrasepsi dan melakukan strerilisasi, 

penyiksaan secara seksual yang membahayakan dan mediskriminasikan 

perempuan dan kontrol seksual.2 

 Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi penegakan, 

persamaan, perlindungan hukum setiap warga negaranya, pada Undang- 

Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) disebutkan juga bahwa setiap anak 

 
 1 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

 2 Pulih, Kekerasan Seksual pada Anak, http://yayasanpulih.org/2020/06/kekerasan- 

seksual-pada-anak/ diakses pada 27  juli 2022, jam 13.30 WIB. 

http://yayasanpulih.org/2020/06/kekerasan-seksual-pada-anak/
http://yayasanpulih.org/2020/06/kekerasan-seksual-pada-anak/


2 
 

 
 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi.3  

 Jika dilihat dari segi normatif, bahwasanya sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan 

Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menimbulkan suatu 

harapan yang cukup besar dalam upaya penegakan hukumnya. 

Sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 17 

Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang 

menyatakan bahwa: 

 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling dalam 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula 

bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 

 
 3 Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 
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(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai 

hubungan keluarga pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, 

aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih 

dari suatu orang secara bersama-sama pidananya ditambah 1/3 

(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan 

kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. 

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D 

menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka 

berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya 

fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana 

mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. 

(6) Selain dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 

(3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan 

berupa pengumuman identitas pelaku. 

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 

dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat 

pendeteksi elektronik. 
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(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-

sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan 

tindakan. 

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak. 

 Sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 81 tersebut, merupakan 

salah satu upaya penegakan hukum pidana kekerasan seksual terhadap anak 

di Indonesia. Selain itu juga diharapkan adanya suatu kebijakan kriminal 

dalam upaya penanggulangan tindak pidana upaya penanggulangan tindak 

pidana ini secara komprehensif agar tujuan utama untuk melindungi anak 

sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud dengan baik.4  

 Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi 

dan hampir terjadi di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual di 

Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu dan tragisnya pelakunya 

kebanyakkan dari lingkungan keluarga maupun lingkungan anak itu 

berada. Kekerasan seksual pada anak perempuan maupun laki-laki tidak  

boleh dibiarkan karena melanggar hukum dan moral serta dapat melukai 

secara fisik dan psikologis terhadap anak tersebut. 

 

 
4 Pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946). 
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Tabel 1.1 

Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan yang Terlayani di Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2019 

Sumber : Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan 

Anak (SIMFONI) Tahun 2019 diolah Bidang Data Informasi Gender dan 

Anak. 

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, Jumlah Kasus Kekerasan yang Terlayani di 

Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 365 orang dan Jumlah Korban sebanyak 

375 orang yang  mana terdapat 193 Anak dan 182 Orang Dewasa. 

 

 

 
No 

 
Unit / Instansi 

 
Jumlah Kasus 

Jumlah Korban 

Anak Dewasa 

L P L P 

1 Kab Banyu Asin 6 1 3 0 2 

2 Kab Empat Lawang 14 0 6 0 8 

3 Kab Lahat 17 0 7 0 10 

4 Kab Muara Enim 29 6 18 1 10 

5 Kab Musi Banyu Asin 18 2 4 1 11 

6 Kab Musi Rawas 17 3 9 0 5 

7 Kab Musi Rawas Utara 9 1 5 2 1 

8 Kab Ogan Ilir 14 1 4 0 9 

9 Kab Ogan Komering Ilir 14 1 8 2 4 

10 Kab Ogan Komering Ulu 20 2 8 1 9 

11 Kab Ogan Komering Ulu Selatan 41 9 12 2 18 

12 Kab Ogan Komering Ulu Timur 22 2 11 0 10 

13 Kab Penukal Abab Lematang Ilir 26 5 8 0 13 

14 Kota Lubuk Linggau 50 16 14 9 12 

15 Kota Pagar Alam 2 0 0 0 2 

16 Kota Palembang 48 4 14 4 26 

17 Kota Prabumulih 18 1 8 1 9 

 SUMATERA SELATAN 365 54 139 23 159 

   193 182 

 Total 365 375 



6 
 

   
 

Tabel 1.2  

Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan yang Terlayani di Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2020 

No Unit / Instansi Jumlah Kasus 

Jumlah Korban 

Anak Dewasa 

L P L P 

1 Kab Banyu Asin 18 1 11 0 6 

2 Kab Empat Lawang 8 16 4 0 1 

3 Kab Lahat 25 8 9 0 9 

4 Kab Muara Enim 43 11 20 4 19 

5 Kab Musi Banyu Asin 7 0 6 0 1 

6 Kab Musi Rawas 25 3 26 0 3 

7 Kab Musi Rawas Utara 9 1 8 1 0 

8 Kab Ogan Ilir 12 1 8 0 3 

9 Kab Ogan Komering Ilir 23 1 20 0 6 

10 Kab Ogan Komering Ulu 44 13 26 2 11 

11 Kab Ogan Komering Ulu Selatan 17 2 9 1 7 

12 Kab Ogan Komering Ulu Timur 13 4 4 0 6 

13 Kab Penukal Abab Lematang Ilir 10 1 5 1 7 

14 Kota Lubuk Linggau 19 2 14 0 7 

15 Kota Pagar Alam 31 4 9 5 13 

16 Kota Palembang 89 17 22 8 42 

17 Kota Prabumulih 24 7 6 2 9 

 SUMATERA SELATAN 417 92 207 24 147 

   299 171 

 Total 471 470 

Sumber : Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan 

Anak (SIMFONI) Tahun 2020 (tanggal 13/07/2021) diolah Bidang Data dan 

Gender dan Anak. 

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, Jumlah Kasus Kekerasan yang Terlayani di 

Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 471 orang dan Jumlah Korban sebanyak 

470 orang yang  mana terdapat 299 Anak dan 171 Orang Dewasa. 
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Tabel 1.3 

Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan yang Terlayani di Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2021 

Sumber : Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan 

Anak (SIMFONI) Tahun 2021 (tanggal 11/01/2022) diolah Bidang Data dan 

Informasi Gender dan Anak. 

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas, Jumlah Kasus Kekerasan yang Terlayani di 

No Unit / Instansi Jumlah Kasus 

Jumlah Korban 

Anak Dewasa 

L P L P 

1 Kab Banyu Asin 1 0 1 0 0 

2 Kab Empat Lawang 0 0 0 0 0 

3 Kab Lubuk Linggau 0 0 0 0 0 

4 Kota Pagaralam 37 7 7 9 18 

5 Kota Palembang 31 4 6 0 22 

6 Kab Prabumulih 68 24 12 3 30 

7 Kab Lahat 24 4 11 3 11 

8 Kab Muara Enim 56 11 23 3 21 

9 Kab Musi Banyuasin 12 1 6 0 5 

10 Kab Musi Rawas 35 9 23 2 10 

11 Kab Musi Rawas Utara 3 0 1 0 2 

12 Kab Ogan Ilir 3 1 2 0 1 

13 Kab Ogan Komering Ilir 39 7 12 2 18 

14 Kab Ogan Komering Ulu 51 23 18 3 13 

15 Kab Ogan Komering Ulu Selatan 7 0 1 0 7 

16 Kab Ogan Komering Ulu Timur 5 1 4 0 1 

17 Kab Pali 14 3 8 0 7 

 SUMATERA SELATAN 386 95 135 25 166 

   230 191 

 Total 386 421 
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Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 386 orang dan Jumlah Korban sebanyak 

421 orang yang  mana terdapat 230 Anak dan 191 Orang Dewasa. 

Berdasarkan tabel diatas Jumlah Kasus Kekerasan yang terlayani di Provinsi 

Sumatera Selatan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 95 

orang  dari pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2021 Jumlah Kasus 

Kekerasan yang terlayani di Provinsi Sumatera Selatan mengalami sedikit 

penurunan sebanyak 49 orang. 

Sumatera Selatan Fenomena kasus ayah perkosa anak kandung 

beberapa kali terjadi belakangan ini dan bahkan ada yang hamil dan sampai 

melahirkan. Beberapa modus dari pelaku yang disertai dengan ancaman 

membuat korban tak berkutik, dan hanya bisa pasrah menerima pelakuan 

sang ayah kandung yang seharusnya menjadi pelindung anak tersebut. 

Diketahui, kasus ayah memerkosa anak kandungnya terus terungkap. 

Terbaru, Hendri Imam Santoso (46) Warga Kecamatan Plaju tega 

memerkosa anak kandungnya sendiri berinisial RK (10). Pelaku telah 

ditangkap di kediamannya, Kamis (21/7/2022) sekitar pukul 19.30 WIB 

oleh anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim 

Polrestabes Palembang. 5 

Pada 18 Juli, Polres Muara Enim menangkap Suwardi (34), warga 

Kecamatan  Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, yang tega memerkosa putri 

kandungnya yang masih remaja berinisial DA (12). Selang beberapa hari 

 
 5 Dede Febriansyah, Sumsel Darurat Kekerasan, 5 Anak Diperkosa Ayah Kandung dalam 

3 Bulan Terakhir, https://sumsel.inews.id/amp/berita/sumsel-darurat-kekerasan-seksual-5-anak-

diperkosa-ayah-kandung-dalam-3-bulan-terakhir diakses pada 26 juli 2022, jam 12.15 WIB. 

https://sumsel.inews.id/amp/berita/sumsel-darurat-kekerasan-seksual-5-anak-diperkosa-ayah-kandung-dalam-3-bulan-terakhir
https://sumsel.inews.id/amp/berita/sumsel-darurat-kekerasan-seksual-5-anak-diperkosa-ayah-kandung-dalam-3-bulan-terakhir
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kemudian Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap KMS Aryadi, 

seorang ayah yang memerkosa anak kandung. Dari keterangan korban 

berinisial NA (14), peristiwa persetubuhan yang dilakukan pelaku sudah 

berulang kali sejak awal 2021 lalu. Selanjutnya di Kabupaten Musi 

Banyuasin (Muba), kasus pemerkosaan dilakukan tersangka Burhan kepada 

anak kandungnya berinisial AA. Kasus pemerkosaan itu terjadi pada Maret 

2021. Korban pun hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki pada 21 April 

2022. Masih di kabupaten Muba, pelaku Hermansyah (52) warga Kecamatan 

Babat Toman, menyetubuhi anak kandungnya sendiri PS (13). 

 Perbuatan tersangka sudah dilakukannya berulang kali sejak 

Desember 2021 lalu. PS yang merupakan bungsu dari tiga bersaudara 

tersebut sedang hamil lima bulan. Peristiwa ini dilaporkan oleh istri pelaku 

berinisial YL (50) ke polisi.6 

Perlindungan anak merupakan segala upaya untuk mengamankan 

dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh dan 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapatkan 

perlindungan dari kehatan kekerasan seksual, Pelecehan seksual ini sangat 

penting dan perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius mengingat 

umur dan kondisi anak yang akan menyebabkan beberapa faktor negatif 

seperti kesehatan mental yang terganggu dan trauma yang berkepanjangan.7 

 
 6 Ibid. 

 7 Diesmy Humaira B, Nurur Rohmah, Nuril Rifanda, Kunti Novitasari, UlyaDiena H, 

Fathul Lubabin Nuqul, Kekerasan Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kekerasan Pada 

Anak, http://repository.uin-malang.ac.id/880/7/kekerasan-seksual.pdf diakses pada 26 juli 2022, 

jam 12.25 WIB.  

http://repository.uin-malang.ac.id/880/7/kekerasan-seksual.pdf
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Hak Perlindungan Anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 setiap anak berhak 

untuk memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan 

politik, pelibatan dalam sangketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan 

sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsru kekerasan, 

pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual.8 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengangkat judul, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA 

PALEMBANG” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban 

kekerasan seksual di Kota Palembang? 

2. Faktor apa yang mempengaruhi dalam pemenuhan perlindungan 

hukum tersebut? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak 

korban kekerasan seksual di Kota Palembang. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi 

dalam pemenuhan perlindungan hukum tersebut. 

 

 
 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605). 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Menambah pengetahuan pembaca tentang perlindungan korban 

kejahatan seksual terhadap anak. 

b. Manfaat Praktis 

Memberikan masukkan secara praktis kepada aparat terkait dalam 

upaya perlindungan hukum korban kejahatan seksual terutama 

kasus yang menimpa anak. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini tentang perlindungan hukum anak 

sebagai korban kekerasan seksual, baik laki-laki maupun perempuan dan 

anak atau dewasa, yang mulai perlindungan hukum dari perlindungan 

hukum pada tingkat pengadilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota 

Palembang serta perlindungan yang diberikan oleh UPTD PPA 

(perlindungan perempuan anak). 

F.  Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

 Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum 

merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak setiap 

manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu 

diberikan kepada masyarakat agar menikmati semua hak-haknya 

yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk 

mewujudkan suatu perlindungan yang sifatnya tidak sekedar 
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adaptif dan preksibel, tapi juga prediktif dan antisivatif. Hukum 

diperlakukan bagi mereka dalam memperoleh keadilan.9 

Perlindungan hukum bagi masyarakat meliputi dua hal, yaitu: 

a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu suatu bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada 

rakyatnya untuk mengajukan pendapat sebelum suatu 

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Hal ini 

guna untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. 

b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu suatu bentuk 

perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian 

sangketa berupa denda, sanksi, penjara, dan hukuman 

tambahan. Perlindungan ini merupakan suatu bentuk 

perlindungan akhir.10 

2. Teori Efektivitas Hukum 

 Sebagaimana yang dikemukakan oleh pendapat Ahli 

Soerjono Soekanto bahwa efektif diartikan sebagai suatu taraf 

sejauh mana suatu kelompok untuk bisa dapat mencapai 

tujuannya. Hukum dapat melakukan efektif jika mendapatkan 

dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai 

 
 9 Sajipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. 5. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. hlm. 54 

 10 Dyah Pertama Budi, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya 

Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta, “ Journal of Intellectual Property I, No. 1 (2018): 13-23. 

https://www.journal.uii.ac.id/JIPRO, diakses pada 26 juli 2022, jam 15.00 WIB. 

https://www.journal.uii.ac.id/JIPRO
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sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku 

manusia sehingga menjadi perilaku hukum.11 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, 

maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

yuridis empiris. Dalam suatu penelitian hukum yuridis empiris 

dikenal juga dengan penelitian lapangan karena penelitian jenis ini 

bertitik tolak dari data primer, dimana data primer tersebut didapat 

langsung dari narasumber sebagai sumber pertama dengan melalui 

penelitian lapangan.12 

2. Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan 

untuk mendapatkan informasi dari sudut yang berbeda mengenai 

permasalahan untuk mendapatkan jawabannya. Dalam penelitian 

ini pendekatan yang digunakan peneliti berikut yang digunakan: 

1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) 

Pendekatan undang-undang yang digunakan untuk mengkaji 

mengenai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang 

berhubungan dengan hukum yang sedang terjadi menelaah 

undang-undang dan regulasi yang sedang ditangani sehingga 

 
 11 Soejono Soekanto. Efektivitas Hukum dan Penetapan Sanksi. Bandung. CV. Ramadja 

Karya. 1988. hlm.80 

 12 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 

2008, hlm.16 
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dengan mengkaji dan menelaah dapat mengupas permasalahan 

yang sedang terjadi. dengan adanya hal ini akan memberikan 

manfaat terhadap peneliti untuk dapat mengkaji dan menelaah 

mengenai kesesuaian dan konsisten antara undang-undang 

yang satu dengan undang-undang yang lainya atau antara 

regulasi dengan undang-undang dan juga antara undang-

undang dengan undang-undang dasar.13 

2. Pendekatan Sosiologi (Sociological Approach) 

Pendekatan ini dimaksudkan untuk meneliti keefektivitasan 

kerja hukum di alam masyarakat. Yang dilakukan melalui 

studi empiris atau penelitian.14 

3. Sumber Data Penelitian 

a. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer berupa data 

yang diperolah langsung dari sumber pertama yakni perilaku 

warga masyarakat melalui penelitian.15 Dalam penelitian ini 

data primer diperoleh dari data yang diperoleh langsung dari 

sumber data pertama di lapangan baik berupa data 

menyangkut putusan Pengadilan mengenai kasus yang diteliti 

dalam penelitian ini dan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dari informan. 

 
 13 Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 

2005, hlm.133 

 14 Jonaedi Efendi dkk, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: 

Kencana, 2016, hlm.13 

 15 Soejono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, UI press, Jakarta, 

hlm.12 
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b. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, 

literatur, jurnal, dan lain-lain.16 Pengumpulan Data sekunder 

dilakukan melalui berbagai bahan hukum, yang terdiri dari:  

a. Bahan hukum primer, meliputi : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum 

Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 

127) 

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4235). 

4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Udang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606). 

5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang 

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946). 

 
 16 Ibid. 
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6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual. 

b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku literatur yang 

berhubungan degan sistem peradilan pidana, hasil-hasil penelitian 

bidang hukum pidana, hukum acara pidana, hasil seminar, 

makalah-makalah, jurnal, majalah hukum, dan naskah lain yang 

ada relevansinya dengan objek yang diteliti. 

c. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum dan ensiklopedia, 

dan tulisan non hukum, sistem peradilan pidana dan hukum acara 

pidana. 

4. Lokasi Penelitian 

 Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 

1A Kota Palembang dan UPTD PPA (perlindungan perempuan dan 

anak). 

5. Populasi dan Sampel 

1) Populasi 

populasi dalam penelitian ini adalah subjek hukum atau pihak-

pihak berkompoten yang berkaitan dengan permasalahan yang 

dikaji, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dan 

staf UPTD PPA (perlindungan perempuan anak) Kota Palembang. 

2) Sampel 

terdapat 2 (dua) cara atau teknik yang dapat dipergunakan yaitu 

teknik probability sampling dan teknik non probability sampling. 
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Penelitian ini mempergunakan teknik non probability sampling, 

yaitu purposive sampling. Dimana penentuan sampel dilakukan 

berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan 

sendiri oleh si peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan 

sampel berdasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi 

kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan 

ciri utama dari populasinya.17 

6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

 Dalam pengumpulan data diambil langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Teknik Wawancara 

Dalam hal ini data diperoleh melalui proses interview atau 

wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan 

permasalahan penelitian di lapangan. Dalam hal ini, 

wawancara dilakukan kepada: 

1) Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. 

2) Staf bagian Kantor UPTD PPA Kota Palembang. 

b. Teknik Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian 

hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitiaan 

hukum selalu bertolak dari premis normatif.18 

 
 17 Bambang Sunggono, Metedologi Penelitian Hukum, Cet.13, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2008, hlm.68  

 18 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.68  
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7. Teknik Analisis Data 

 Adapun teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah 

data yang dikumpulkan naturalistik yang terdiri dari atas kata-kata 

yang tidak diolah menjadi angka, hubungan antar variabel tidak 

jelas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara 

dan observasi serta mengembangkan data tesebut menjadi bentuk 

kata-kata atau kalimat.19 

8. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Analisis data kualitatif dimaksudkan untuk menafsirkan 

bahan hukum yang relavan untuk kemudian ditarik kesimpulan 

melalui cara pola pemikiran dedukatif ke induktif, untuk mencara 

jawaban dari rumusan masalah yang diteliti agar hasil dari 

penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Prenada Media Group, 

Jakarta, 2013, hlm.95 

 20 Ibid. 
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